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PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

"
fo—y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONTIANAK,

bahwa sebagai pelaksana Peraturan Dacrah Kabupaten Pontianak
Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi vang diundangkan dalam
Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 perlu ditetapkan petunjuk
pelaksanaan dengan suatu peraturan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817):

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388 D);

Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 443 8)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 );

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbil Satelit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4075);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 46);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473 7

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741)

20. Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika Nomor
23/PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan
pemerintah sub bidang pos dan telekomunikasi;

21. Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi:

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2000
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pontianak
(Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak 2001 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010
Nomor 1)

24. Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2012 Penyelenggaraan dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di (Lembaran Daerah
Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah , Badan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pejabat adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
oleh Pemerintah Daerah.

Instansi berwenang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan
fungsi pengendalian menara telekomunikasi selular dj Kabupaten Pontianak.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui
sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyedia dan pelayanan
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselen ggaranya telekomunikasi.

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk
menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk kontruksinya
disesuaikann dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara
bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

Menara bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara
bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

Menara Komuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun
dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak
menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul
baja.

Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik
daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan
instansi pertahanan keamanan negara.

Cell plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan
menara-menara  telekomunikasi  selular dengan menggunakan standar -teknik
perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverege
arca layanan dan kapasitas grafik layanan selular.

Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter)
dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama
kegiatan penyusunan cell plan.

zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 400 M (empat ratus meter) dari titik
pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting
yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk
mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.

Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beropersai di
Kabupaten Pontianak hingga periode penyusunan cell.
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[jin mendirikan bangunan menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah 1jin
untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh peraturan daerah dengan
memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.

Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah ijin yang diberikan
kepada seseorang atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan
bangunan.

. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan / atau
air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler
(berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antaran handphone dengan
perangkat seluler.BTS memiliki kapasitas penanganan pcrcakapan dan volume data
(traffic handling capacity).Scbuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam
sebuah menara telekomunikasi.

BTS mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada
lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu terlentu dan digunakan oleh Telko
Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage seluler baru atau
menghandling kapasitas traffic seluler.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat

ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang,.

. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang

digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi
yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh
Bupati.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD alah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
BABII
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2
Objek Retribusi adalah semua penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Retribusi IMB Menara Telekomunikasi;
b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Menara
Telekomunikasi.

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
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BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang berdasarkan penetapan Bupati
dengan menggunakan SKRD dan dilengkapi dengan Nota Perhitungan.

Bentuk format SKRD dan Nota Perhitungan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut
Retribusi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Hasil penerimaan retribusi yang diterima di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus disetorkan Ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam dan atau dalam
jangka waktu paling lama 6 hari kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh
jaraknya ke Kas Daerah.

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama
15 (limabelas) hari kerja setelah saat terutang Retribusi.

Pasal 6

Petugas Pemungut Retribusi Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5

Dalam hal Petugas Pemungut Retribusi daerah melanggar kelentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan peringalan sesuai jenis dan tingkat
kesalahannya.

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai
dengan 3 (tiga) kali belum juga dipenuhi, bupati mencabut penunjukannya dan
memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai‘pemuhgut retribusi  [jin
mendirikan Bangunan menara adalah Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Pontianak.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi pengendalian
menara adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.
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Pasal 7
Pembayaran retribusi harus dilakukan sekali gus atau lunas.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dan

atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai seperti :

a. Permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis oleh wajib retribusi kepada Pejabat.

b. Mengisi surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;

c. Batas waktu angsuran dan / atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai
perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat; _

d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuaj
dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;

e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang
belum atau kurang dibayar;

f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau penundaan
pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh
Pejabat.

Retribusi Pengendalian ditetapkan dengan Variabel tata ruan ¢ menara telekomunikasi

diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Ibukota Kab. Pontianak (Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur)
sebesar 1,75% dari NJOP atau penetapan nilai menara yang dikeluarkan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Mempawah bagi yang belum ditetapkan NJOPnya ;

b. Diluar ibukota Kab. Pontianak (Kecamatan Sadaniang, Toho, Anjongan, Sungai
Pinyuh, Segedong, Siantan, dan Sungai Kunyit) sebesar 1,50% dari NJOP atau
penetapan nilai menara yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Mempawah bagi yang belum ditetapkan NJOPnya.

Pasal 8

Setiap pembayaran retribusi harus menggunakan SSRD.

Bentuk format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB YV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

Bupati dapat menerbitkan STRD jika :

a. Dari hasil penclitian terdapat kckurangan pembayaran scbagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung; dan

b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



(2) Jumlah kekurangan Retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat
1 huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan.

(3) Bentuk format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, keringanan dan pembebasan retribusi
hanya kepada Bupati.

(2) Pejabat setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi dari Wajib Retribusi, memberikan tanda terima.

(3) Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
yang diberikann atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui Pos
tercatat dan sejenisnya merupakan tanda buk( penerimaan  surat permohona
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terssbut bagi kepentingan Wajib
Retribusi.

(4) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Wajib Retribusi
Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Pemeriksaan.

(5) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan
pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sehingga tidak dipertimbangkan
dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi yang terutang.

(2) Dengan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan, dan pembebasan retribusi
yang terutang.

- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaima'na dimaksud
pada ayat (2), Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari s¢jak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 12

(1) Surat Keputusan Pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 pada ayat (1), disampaikan kepada wajib retribusi dan tembusanya kepada
Bupati.



(2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada pasal 11 ayat (2), disampaikan kepada wajib retribusi dan tembusan
kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Bupati atau pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan  pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Keputuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau
menolak.

(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau

Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib retribusi
dianggap dikabulkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

(1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuaj
dengan peraturan yang berlaku.

(2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun

belum memiliki IMB wajib menyelesaikan perijinan IMB paling lama | (satu) bulan
sejak peraturan ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

L

Ditetapkan {li Mempawah
pada tanggal || '3 -t ~2012

Siundangkan dijMempawagh

. pada tanggal.. 2.4

TP
SEKRETARIS DAERAH KABUTATEN PONTIANAK BUPATI RONTIANAK,

BERITA &égﬁ % @L\"&NTMNAK RIA TFORSAN
TAHUN .22 %/ NOMOR ...V ...
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 13-, ~ 2012
TENTANG : RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

e g PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
R Nr 4 DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jin. Daeng Menambon Telp. (0561) 691028 - 691584 Fax, 691255
MEMPAWAH
PEMERINTAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH No. URUT :
KABUPATEN PONTIANAK (SKR - DAERAH)
MASA
TAHUN
NAMA
NAMA BADAN HUKUM
ALAMAT

NOMOR POKOIK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWPD)
JENIS RETRIBUSI DAERAH

NOI' KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI DAERAH JL:"‘Q"DL';‘H
1.
2.
3.
4
5.
DENGAN RINCI/\N SBB: JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUS]
OMZET =. JUMLAH SANKSI - a. Bunga
b. Kenaikan
JUMLAH KESELURUHAN

DENGAN HURLUF :

PERHATIAN
1. Pembayaran dilakukan kepada Petugas Pemungut Retribusi Daerah.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat waktu jatuh
tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda (bunga) sebesar 2% perbulan.

Mempawah, 20
a.n. BUPATI PONTIANAK
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

“(’ BUPATI| PONTIANAK,

prm—— ——

(W RIAINORSAN




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI
NOMOR : '3  TAHUN 2012
TANGGAL : 13~ (-~ 2012
TENTANG  : RETRIBUS! PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS]

NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH
Nomor Nota Perhitungan :
No. Kohir/Urut ;

No. Kohir/Urut ... s SEDEIUM ¢
No, SPT yang dikirim :
JENIS PAJAK / RETRIBUSI DASAR PENGENAAN TARIF KETETAPAN DENDA/ BIAYA ADM. JUMLAH
DAERAH URAIAN {Rp.) (Rp.) (Rp.}
2 3 4 5 6 7
JUMLAH
Jumlah dengan huruf : { cueeeeeeeosscmseeenan.. N
Mengetahui : Diperiksa Oleh : Dibuat tanggal :
Oleh :
Tanda Tangan :
r
NIP. NIP,
Dwdxzm:mxm: di Memygawah BUPATI \VOZA._DZD._A\
pada tanggal..l3:%1 393> b

SEXRETARIS DAERAH|KABUPATEN PONTIANAK

: . T h\ﬂ%mbz
| GUSTI RAATLANA

ERITA DAERAH SABUPATEN PONTIANAK
TAKUH 205% . NOMOR ... 13 ...




LAMPIFAN Il
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

13 Takonr 32
13 -6 - 2012

RETRIBUS! PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN ISI SSRD

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jin. Daeng Menambon Telp. (0561) 691028 - 691584 Fax. 691255
SURAT SETORAN RETRIBUS!I DAERAH (SSRD)

NOMOR : - LEMBAR : 1/2/3/4
Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Pontianak terlah diterima dari :

1. Nama

2.  Alamat

3. NPWRD L) LT T L] N

4. Jenis Pembayaran

5. Jenis Retribusi

6. Uang sejumlah Rp.

dengan huruf
7. Sesbagai Penyetoran AYAT POKOK KENAIKAN / BUNGA JUMLAH
DENDA
Jumlah Seluruhnya

Uang tersebut di atas diterima : Uang tersebut di atas diterima :

.................................... 1], ereeerrmrrreenrernes 201 s SRSV ¢~ SIS 0 i RS

Penerima, Penyetor,
Nama Nama
Jabatan Jabatan
Tanda Tangan Tanda Tangan
ﬂ BUPATI PONTIANAK, }L
s I,

Wiundangkan dilMe
pada tanggal.fhen
HeRRETARIS DAE

Gt NA
RERITE DAL PONTIANAK
TARUN .22 % NOMOR ...\ 2.

-

RIA

————————

ORSAN




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : \3
TANGGAL : 3%~
TENTANG

TAHUN 2012

¢ - 2012
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN ISI STRD

= PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jin. Daeng Menambon Telp. (0561) 691028 - 691584 Fax. 691255

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

No. Seri : v

No. Kohir :

Tahun :

PAJAK. TERHUTANG :

RD- cevermereennmneeneesssesseesemsess e ees e

Identitas Wajib Retribusi

Nama
Alamat
5 NPWRD O CCTT 11 OO0 01
Identitas Retribusi Daerah
1. Jenis Retribusi
2. Objek Retribusi
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG
1. Pajak terhutang dalam
a. Tidak atau kurang bayar = Rp.
b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung = Rp.
2. Sanksi Administrasi :
2%X oo bulan X Rp. .oevveueviveeeenne. (a/b) = Rp.
3. Jumlah Pajak Terhutang = Rp.
DeNGan HUTUS : [ oo sucssyasysssssssssissiasssacsiossassissassmmasssm ssssmsensossasnsssssssostios sonss ossiossmeessosssisiacs )
.......................................................... , 20.........
PERHATIAN
1.  Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini harus Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan
dilunasi 1 (satu) bulan sejak yanggal diterima. dan Pariwisata Kabupaten Pontianak
2. Apabila sampai jatuh tempo jumlaah pajak
terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan
surat paksa, sita dan lelang.
3. Tampat pembayaran di .....cccoccuveeviinincneene

NIP.

Diundangkan di Nfem
pada tanggal..! e

Pammmy
GUSTIR
BERITA DAERAH K

lBUPATI ONTIANAK,]

: mm \
ORSAN

E— —_
C\/RIA




